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PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN ±014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

Mengingat

; a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengalihan pemungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah 
Kabupaten Sanggau;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau, maka dalam pemungutan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bagian dari Pajak 
Daerah , Kabupaten Sanggau perlu disusun Sistem dan Prosedur 
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 
Kabupaten Sanggau;

: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
LembarartNegara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomcr 32 Ta.hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

...r; Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah t^ompr 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45'/Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 );
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Serta Penyampaiannya.

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Qio tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
DI KABUPATEN SANGGAU.

BABI 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang 
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Sanggau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di 
Kabupaten Sanggau;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sanggau;

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah 
pajak yang dikenakan atas perolahan hak atas tanah dan/atau bangunan;

7. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dari/atau bangunan oleh orang pribadi 
atau Badan;

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak ata$<anah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 
pertanahan dan bangunan; /

9. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah;
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10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

11. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang 
diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 
mengenal Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

12. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang, yang selanjutnya disingkat PPAT / PL 
adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan;

13. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau adalah Kantor yang membidangani urusan 
pengelolaan data base pertanahan di Kabupaten Sanggau;

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada DPPKAD;

15. Bank dan/atau Bendahara Penerima DPPKAD Kabupaten Sanggau adalah pihak yang 
ditunjuk menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

16. Dokumen atau Akta terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
dokumen atau akta yang menyatakan telah terjadinya peralihan dan perolehan hak atas 
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen atau akta ini dapat berupa Akta Jual 
Beli, Akta Hibah, Surat Keterangan Waris, Risalah lelang, Surat Keputusan Pemberian 
Hak atas Tanah dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum;

17. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
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22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

25. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan hukum / 
peristiwa hukum peralihan dan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu 
pihak ke pihak lain;

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan 
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

BAB II 
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang 
harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan 
BPHTB.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB;
b. Prosedur penelitian SSPD BPHTB;
o. Prosedur pelaporan BPHTB;
d. Prosedur penagihan;
e. Prosedur pengurangan;

(3) Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a adalah prosedur perhitungan dan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(4) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
prosedur verifikasi yang dilakukan Dispenda atas kebenaran dan kelengkapan SSPD 
BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(5) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 
prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(6) Prosedur penetapan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur penetapan STPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan oleh DPPKAD.

(7) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan 
BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
DPPKAD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan 
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam 
proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk 
mengelola data base terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas 
untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan 
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III 
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BPHTB

Pasal 4

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:
a. Jual beli;
b. Tukar menukar;
c. Hibah;
d. Hibah wasiat;
e. Waris;
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
h. Penunjukan pembeli dalam lelang;
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. Penggabungan usaha;
k. Peleburan usaha;
l. Pemekaran usaha; atau
m. Hadiah;
n. Pemberian hak baru;
o. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak; atau

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: '
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hfik guna bangunan; '
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan; •

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau bangunan 
adalah objek pajak yang diperoleh:
a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum;
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c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain 
dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(3) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud 
ayat (2) adalah nilai perolehan objek pajak Tanah dan/atau Bangunan diatas NPOPTKP.

BAB IV 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama 
Perhitungan dan Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang 
blankonya disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sanggau.

(2) Blanko SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari atas 5 
lembar, dengan perincian sebagal berikut:
- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran.
- Lembar 2 ; Untuk PPAT / Notaris / Ka.Kantor Lelang / Pejabat Lelang,
- Lembar 3 : Untuk Kantor Pertanahan
- Lembar 4 : Untuk DPPKAD Kabupaten Sanggau.
- Lembar 5 : Untuk Bank yang ditunjuk / BKP DPPKAD Kab. Sanggau

(3) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD 
BPHTB.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui 
Bank Kal - Bar Cabang Sanggau atau Bendahara Penerimaan pada DPPKAD Kab. 
Sanggau

(5) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana terc/ntum dalam 
lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Bentuk, Isi dan Tata oara pengisian Form SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Perataran Bupati ini.
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Baglan Kedua 
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan DPPKAD.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
pemeriksaan lapangan.

(4) Bentuk isi dan Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Fungsi Penelitian DPPKAD adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.

Bagian Ketiga 
Pelaporan BPHTB

Pasal?

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan 
BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 9

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan 
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD dan/atau PPAT 
dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD menerima laporan penerimaan BPHTB dari 
Bank dan/atau Tempat Lain yang Ditunjuk dan/atau Bendahara Penerimaan paling lambat 
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD menerima laporan pembuatan akta 
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat 
Lelang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Bentuk isi dan Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

I Bagian Keempat
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 10 
J

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum atau kurang 
dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
penetapan STPD dan/atau SKPDKtS dan/atau SKPDKETF

(3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.



(4) Bentuk isi dan Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima 
Pengurangan dan Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 11

(1) Untuk keperluan investasi dan/atau dalam hal-hal tertentu objek pajak, Bupati dapat 
memberikan pengurangan pajak terutang BPHTB.

(2) Pengurangan pajak terutang BPHTB dalam hal-hal tertentu objek pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada :

a. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah 
wasiat / pemberian hak pengelolaan diberikan pengurangan sebesar 50%.

b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
1. WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah 

dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis 
diberikan pengurangan sebesar 75%,

2. WP Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan 
atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan WP dan keterangan dari pejabat setempat, diberikan pengurangan 
sebesar 50%.

3. WP orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan Rumah 
Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Susun Sangat 
Sederharia'(RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara 
angsuran diberikan pengurangan sebesar 25%.

4. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat 
ke bawah diberikan pengurangan sebesar 50%.

c. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
1. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi 

pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB diberikan pengurangan 
sebesar 50%.

2. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai penganti atas tanah yang 
dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum diberikan pengurangan 
sebesar 50%.

3. WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan monetpr yang berdampak 
luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan 
restrukturisasi usaha dan atau utang sesuai dengan kebijakan Pemerintah 
diberikan pengurangan sebesar 75%.

4. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi 
seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti: 
kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara

S yang terjdi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan 
akta diberikan pengurangan sebesar 50%. z

5. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, 
purnawirawan POLRI, atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan 
atau bangunan rumah dina^ pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75%.
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6. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak 
atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota 
KORPRI/PNS diberikan pengurangan sebesar 100%.

7. WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang 
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan 
induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan 
Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi 
dan Perusahaan Reasuransi diberikan pengurangan sebesar 50%.

8. WP yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui 
program pemerintah dibidang pertanahan diberikan pengurangan sebesar 100%.

d. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang 
semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk rumah ibadah, panti 
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang ditujukan untuk tidak mencari 
keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat diberikan 
pengurangan sebesar 100%,

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi 
Pelayanan DPPKAD untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku,

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB V 
FASILITASI

Pasal 13

(1) Kepala DPPKAD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, 
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 
melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi 
untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

o
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
’nennatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI SANGGAU,

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 4 April 2011

Sekretaris Daerah Kab, Sanggau

TTD-*Wi>*

Dn?, G, ASPANDI
NIP.19530610197803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 11

^■'"tJntuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kab. Sanggau

Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008
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PENJELASAN

ATAS 

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2011 

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau telah membuat Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau. Didalam 
Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa jenis pajak baru yang salah satunya adalah 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB). BPHTB adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah 

; dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

BPHTB bukan merupakan pajak yang mumi baru bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau, 
karena merupakan pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten 
Sanggau. Pengalihan penarikan BPHTB Ini dimasudkan untuk meningkatkan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau karena seperti diketahui hasil penerimaan 
Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau. Sebagian besar 
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat yang dalam banyak hal dana alokasi 
dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran 
Daerah. Oleh karena itu, dengan pemberian peluang untuk mengenakan pungutan pajak 
baru di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka 
Pemerintah Kabupaten Sanggau membuat Peraturan Bupati yang memuat ketentuan- 
ketentuan teknis dalam penarikan BPHTB di Kabupaten Sanggau. Ketentuan teknis ini 
diharapkan dapat menjadi acuan buat pelaksanaan tugas dalam penarikan BPHTB,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 ; Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.

, Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11
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Lampiran I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah proses perhitungan nilai BPHTB 
terhutang yang dilakukan oleh penerima hak atas tanah dan/atau bangunan, dibantu 
dengan PPAT yang dilanjutkan pembayaran BPHTB pada Bank atau Bendahara 
Penerimaan DPPKAD.

Dalam prosedur ini penerima hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu dengan PPAT 
melaksanakan perhitungan sendiri BPHTB terhutang berdasakan pada nilai transaksi atau 
NJOP atas tanah dan/atau bangunan tersebut, selanjutnya penerima hak atau kuasanya 
dari tanah dan/atau bangunan melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke 
rekening kas daerah baik secara tunai atau transfer melalui Bank dan/atau secara tunai 
melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD. Dalam hal pembayaran melalui transfer maka 
pembayaran baru dapat diakui jika dana yang ditransfer sudah masuk kedalam rekening 
kas daerah.

i

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah sebagai 
berikut:

1. Wajib Pajak BPHTB (penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan 
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara 
kedua belah pihak (yang menyerahkan hak dan penerima hak). Dokumen pendukung 
ini dgpat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, kwitansi 
dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas 
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan 
dokumen pendukung lainnya.

2. Wajib Pajak BPHTB baik sendiri atau dengan bantuan PPAT, berdasarkan data atau 
□okumen yang ada melakukan perhitungan BPHTB yang terutang. Hasil perhitungan 
diisi dalam belanko SSPD BPHTB yang diterima dari DPPKAD, kemudian 
ditandatangani. SSPD BPHTB merupakan,surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank 
dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD.A

3. Dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank 
dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD, Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB 
kepada Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD, mengisi Bukti Penerimaan 
BPHTB (BPBPHTB) yang disediakan dan pada saat yang bersamaan Wajib Pajak 
kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank dan/atau Bendahara 
Penerimaan DPPKAD.

i »

i 
i 
i
I
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4. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD menerima SSPD BPHTB, BPBPHTB 
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, kemudian memeriksa 
kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang 
dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

5. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD menandatangani serta mengecap 
SSPD BPHTB dan BPBPHTB, membukukan penerimaan setoran BPHTB dengan 
nomor dan tanggal kas penerimaan serta melakukan validasi pelunasan pembayaran 
pada lembaran form SSPD BPHTB. Pihak Bank dan/atau Bendahara Penerimaan 
DPPKAD akan mengambil dan menyimpan lembaran 3 form SSPD BPHTB dan 
menyerahkan lembaran 1, 2, 4 dan 5 serta arsip BPBPHTB kepada Wajib Pajak.

6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar lembaran 1, 2, 4 dan 5 dari Bank 
dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD serta arsip BPBPHTB dan kemudian 
melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi 
Peiayanan di DPPKAD.
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D. CONTOH FORM BPBPHTB
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1. Itoggal

2. NTPD

3. Nama

4. Alamat

M’. BANK KAUM*. T»« ..
BUKTIiENERIMAAN*BEA.PEROLEHAN- HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

002051

3. NOP PBB : ...............................................................................................................

■ 4. JcnisPHTB : ................................... ..... ......................................................................

No. Seri BlankbiSSB :  .......  -.....................................................

6. Jumlah Setoran : Rp.
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Lampiran II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi 
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam 
SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wayib Pajak melakukan pembayaran 
BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank dan/atau Bendahara 
Penerimaan DPPKAD. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di 
DPPKAD. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek p^jak terpenuhi maka 
Fungsi Pelayanan DPPKAD akan menandatangani serta memvalidasi form SSPD 
BPHTB,

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penelitian SSPD BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan 
untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:
a. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) dan 

telah di cap pleh Bank dan/atau Bendahara Penerima Dispenda.
b. Bukti Penerimaan BPHTB (BPBPHTB);
c. Fotokopi icfentitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin 

Mengemudi/ Paspor);
d. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
e. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal 

transaksi waris;
f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
g. Kwitansi Pembelian;
h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan;

Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD 
BPHTB yang disertai dengan SSPD BPHTB dan dokumen pendukung kepada Fungsi 
Pelayanan.

2. Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD 
BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, kemudian mengklarifikasi data 
objek pajak tersebut berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB 
yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form 
Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi 
Pelayanan dan kemudian memberikan data yang dibutuhkan dari sistem database 
objek pajak. Data tersebut dituliskan dalam form pengajuan data dan diserahkan 
kembali kepada Fungsi Pelayanan.

4. Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data tersebut untuk kemudian 
melakukan pemeriksaan kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan 
dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi 
Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dispenda berhak melakukan 
penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata 
cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

208



-20-

5, Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan 
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan memvalidasi 
SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 4, dan 5), mengarsipkan SSPD BPHTB (lembar 2) 
sebagai dokumentasi serta SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) kepada Wajib Pajak.

6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) dari Fungsi Pelayanan.

C. BAGAN ALIR

Wajib Pajak 
selaku Penerima Hak

Fungsi Pelayanan
Fingsi Pengolahan Data & 

Informasi

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan 
dokumen terkait penditen SSPD-8PHT3. Wajib Pajak 

< S kemudian mengajukan Formulir Permohonan 
Penefe SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan 
SSPMPHTB lembar 1,2,3, dan 4, dan dokumen 
pendukung lainnya ke Fungsi Pelayanan,

2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian 
SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan 
mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi 
Pengolahan Data & Informasi dengan menggunakan 
Form Pengajuan Data.

W|

SSPD- 
BPHTB

& 
hs 

Ph 
W

■

«■ 
m

viatt
tata 
H P*

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menyediakan 
data terkait objek pajak dengan membuka database 
objek pajak.

4. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi data 
objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi 
Pengolahan Data & Informasi kemudian menyerahkan 
Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

5. Fungsi ^yanan medili SSPD-BPHTB dan 
lampiran-lampiran pendukung berdasarkan data objek

•. pajak yang diterima dari Fungsi Pengolahan Data &
Informasi.

i t

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB 
dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

panr-]
IW~>

SFr'CHrfWd
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P, CONTOH FORM tENEUTIAN SSPD BPHTB, FORM PENGAJUAN DATA PAN FORM 
OBJEK PAJAK.

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sanggau

Yang bertanda tangan di bav/ah ini:
Nama Wajib Pajak
NPWP 
Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan 
sebagal berikut:

NOP
Alamat

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

Terlampir dokumen sebagai berikut:
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti 

Penerimaan Daerah (BPD))*
(2) Fotokopi SPPT atau STfS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB

lainnya Tahun................... *)
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa......................................................................................
(4) Surat Kua$a dar! Wojib Pajak •)*
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak ♦•)
(6) Fotokopi Kartu NPWP
(7) .......................................................................................................................

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan: ____________, 20______________
*) coret yang tidak perlu Wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
**)dalam hal dikuasakan

______________________________________ PENELITIAN _____________________
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak,

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai —
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuaii _____________
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap 

___________ L_______
Fungsi Pelayanan
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Lampiran III PERATURAN BUAPTI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ 
Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib 
Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari 
Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam pelaporan BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
. lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang

melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. ~

b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit 
dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran 
BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.

c. Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara 
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening 
penerimaan kas daerah.

d. Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. 
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku 
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan 
BPHTB ke dalam Register STS,

e. Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang 
dilampiri dengan Arsip BPBPHTB ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

f. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang 
dilampiri dengan Arsip BPBPHTB.

2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD.

a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD 
BPHTB lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak 
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bendahara penerimaan mencatat 
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara 
Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB "ke dalam Register SSPD BPHTB,

/ Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.
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c, Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB 
yang dilampiri dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta 
Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri 
dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta 
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD 
BPHTB lembar 5 dari Wajib Pajak.

b, PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

o, PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Pelaporan Realisasi PAD

a. Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan 
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku 
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta 
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

b. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan 
menyusun Laporan Realisasi PAD.
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PANDUAN PENQISIAN LAPORAN PENEREITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel
Nama PPAT

Alamat
NPWP
Daerah Kerja
Kabupaten
Bulan
Tahun

DidaSam Tabel
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

i

a .

Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

: Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh: 
Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.

: Alamat PPAT yang bersangkutan.
: NPWP PPAT yang bersangkutan.
: Kabupaten Sanggau
: Sanggau
: Bulan bersangkutan
: Tahun bersangkutan ‘

: Nomor urut pengisian tabel.
: Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
: Tanggal pembuatan akta pengisian menggunakan angka. Contoh: 

tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10 — 2011.
: Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengallhkan/memberikan. Contoh: 

John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9­
045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 
49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti 
kolom 5).

: Jenis dan nomor hak.
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan 

kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik = M
- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai = P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan
Kemayoran Utara
Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak 
yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat 
bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak 

tahun 1960-1964
Ditulis : V.l No 47/465 tahun 1960 - 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut 
kelurahan/desa yang bersangkutan.

: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.
Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar 

seluas 50 m2 dan lantai satu seluas 25 m2.
Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.
Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis : 100.000.000

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah 

sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)
: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi 

NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.
Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT 

(NJOP sebagal dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 
250.000.000

J
2^5
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C. BAGAN ALIR
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D. CONTOH LAPORAN
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Ditulis ; 250.000,000
Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan 

bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m2 dan 
bangunan 25 m2 adalah sebagian tanah atau seluas 50 m2 
dan keseluruhan bangunan seluas 25 m2. Diketahui NJOP 
(SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m2) dan 
bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m2), maka:
- NJOP tanah seluas 50 m2 Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m2 Rp. 50.000.000
- Total NJOP Rp. 150.000.000

Ditulis 150.000.000
Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya 

pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan 
atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya 
pembayaran BPHTB,

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan
dengan keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.

Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen 
ke Kepala Kantor Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) 
dan atau tanggal penyampaian.
Contoh : - d.i 301/4097/11 atau

- tanggal 10-7-2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan 

penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak 
Ditulis : ayah-anak

/

2^8



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 1
REGISTER SSPD BPHTB 

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
TAHUN ANGGARAN..........

Bendahara Penerimaan:
•?

Np. Iffiggc «MO»® /■Wergngahw i n s BM«SSBSBta» SfflfflBfiSi

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Sanggau , tanggal.................... ..
Bendahara Penerimaan

NIP.

Nama Nama

NIP.



----- --------------- ..... . - - - — — - • ------------- - . ■ • • - ■ “ ■» --»C
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PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 

BUKU PENERIMAAN DAN 
BENDAHARA PENERIMAAN 

CPD :
?riod :

Jomor

_____________________________________________ Penerimaan______________________________ _____ Penyetoran
Keterangan

Tanggal No.BukH Cara Pembayara
Kode 

i Rekening
■i

Uraian Tanggal No. STS Jumlah
1____ 2 3 4 5 *’6 ■y 

4 8 9 10 11

1 —V-

1
. - ■

Kas di Bendahara
Saldo Awal

■ Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri
a. Tunai Sebesar .....................
b. Bank Sebesar .....................
c. Lainnya .....................

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna
Anggaran

Nama......................
NIP.

Sanggau Janggal.........................

Bendahara
Penerimaan

Nama.......................
NIP
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PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 
REGISTER STS

DINAS PENDAPATAN PEN( ELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
TALUN ANGGARAN

Bendahara Penerimaan:

SMI BOHM
B»®»» 8MBBB

— —
•

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Sangg , tanggal................................
au Bendahara Penerimaan

Nama................................

NIP........................................................

Nama............................

NIP........................................................
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C, BAGAN AUR

Wajib Pajak BPHTB menyiapakan 
dokumen pendukung terkait 
perolahan Hak atas Tanah dan 
atau Bangunan

Wajib Pajak BPHTB sendiri atau 
dengan PPAT melakukan 
perhitungan BPHTB yang terutang, 
mengisi, dan menandatangani 
belangko SSPD BPHTB.

Wajib Pajak atau kuasanya 
menyerahkan SSPD BPHTB 
kepada Bank dan/atau Bendahara 
Penerimaan DPPKAD , mengisi 
Bukti Penerimaan BPHTB 
(BPBPHTB) menyerahkan uang 
untuk pembayaran BPHTB 
terutang.

Bank atau Bendahara Penerimaan 
DPPKAD, menerima SSPD 
BPHTB, BPBPHTB dan uang 
pembayaran BPHTB menerima 
Kelengkapan pengisian SSPD 
BPHTB dan kesesuaian be s e ran 
nilai BPHTA terutang dengan uang 
pembayaran.

Bank atau Bendahara Penerimaan 
DPPKAD, menandatangani serta 
mengecap SSPD BPHTB dan 
BPBPHTB, membukukan setoran 
BPHTB 
menyimpan
SSPD BPHTB dan menyerahkan 
lembaran 1,2 4 dan 6 serta arsip 
BPBPHTB kepada Wajib Pajak.

mengambil dan 
lembaran ke 3 form

Wajib Pajak menerima SSPD 
BPHTB lembar lembaran 1, 2, 4 
dan 5 dari Bank dan/atau 
Bendahara Penerimaan DPPKAD 
serta arsip BPBPHTB

2G4



Lampiran IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan 
Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB 
terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena 
bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar 
Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa 
BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh 
Fungsi Pelayanan. ,

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam 
menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh 
tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database 
Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar 
SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penagihan BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Penetapan STPD BPHTB

a. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan 
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

b. Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang 
dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

c. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, 
dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang 
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan 
kemudian mengarsip daftar tersebut.

d. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar $SPD BPHTB yang 
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB 
dicetak rangkap 2.

e. Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2),

f. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

g. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang 
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

h. Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai denaan 
prosedur pembayaran BPHTB.

22?
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2. Penetapan Surat Keputusan Palak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/ Kurang 
Bayar Tambahan BPHTB

a. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan 
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak,

b. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) 
tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB 
terutang yangtercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang 
ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB 
yang kurang dibayar.

c. Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka 
waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB 
terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian 
menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

d. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang 
Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

e. Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan $KPD Kurang Bayar 
Tambahan (lembar 2).

/

f. Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang 
Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

g. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB 
Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak,

h. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap 
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

i. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan 
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

3. Penerbitan Surat Teguran

a. Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang 
Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat 
ketetapan BPHTB yang akan mendekati Jatuh tempo.

b. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatyh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan 
pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 
Pendekatan persuasif, meliputi:
- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

c. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran 
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus 
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih 
terutang.

d. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran 
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang-tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan 
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

e. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2),

f. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.
2^3



g. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

h. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang 
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini. setiap pemerintah daerah juga 
dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur 
penerbitan:
- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;
- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;
- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan 

BPHTB oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Koberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan 

BPHTB oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB 

oleh Wajib Pajak;



C. BAG/ ’ALIR

Ureiefi

1. Bscdasarkan prosedur pembayaran BFHTB sebelumnya, 
mafca Fungsi Fbnagihen mertgarrip SSFO BFHTB yang telah 
cfibayorkan oleh Wajib Rejak.

2. Fungsi Ptenagihan memeriksa setiap SSFO BFHTB terutang 
yang t-dak/kurang dibayar, salah tulis, salah saiah hitung, dan 
kena bunga'denda.

3. Atas 3d BFHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah 
tulis, salah salah hitung, dan kana bunga/denda maka Fungsi 
Fterregi tiran memsrb'tkan Daftar SEFD BFHTB yang tidak/kurang 
dibayar, salah tulis, sedeh hitung, dan kena bungtVdenda. 
Fungsi re>nagihsn  kemudian mengarsip daftar tersebut.*

<4. FUngoi Fbnagihan menerbitkan STFO BFHTB berdasarkan 
daftar dtHJ BFHTB yang tidak/kurang dibayar, saiah tuils. 
saleh hitung, dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BFHTB 
dioetak rangkap 2.

han mengarsip bIMJ BFHTB (lembar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan SFFo BFHTB (lembar 1) 
kepada Wajib Fbjak.

~7. Fungsi Ftenrgihan memperbaharui Daftar SlTTJ BFHltJ atas 
eetlap SUrert Tegihan yang teiah dikirimkan kepada We^jib 
FMak

B. Wajib F^jak membayarkan BFHTB terutang menurut Si H-J 
BFHTB sesuai dengan pros&dur pembayaran BFHTB.
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1. Berdasarkan prosedur pembayaran BFWTB sebelumnya, maka 
Fungsi F^nagihan akan mengarsip SSPD DPHTB yang telah 
dibayarkan olah Wajib Ftajak.

2. Fungs! Rsnagihan memeriksa aotiep SSPD BPKTB yang tetah 
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. 
Fungsi Penagihan memeriksa nilai BFHTB terutang yeng tercantum 
dalam SEFD BPHTB t eraebut.
Alee SSPD CFWIC yang ternyata kurang beyar. Fungsi Ranagihan 
kemudian menerbitkan Daftar SSPD BFHTB yang kurang dibayar.

3. Rungs' Penagihan juga memeriksa eetiap SKPD Kurang Bayar yeng 
tetah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi 
Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam 
S<PD Kurang Bayar tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Ranagihan 
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Beyar yang masih 
kurang dibayar. _

4. Berdasarkan daftar yang telah dibuat. Fungs! Rsoegihan 
n^enerbttkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan S<PD Kurang 
Bayar Tambahan (rangkap 2).

5. Fungs' Fteoagihan mengarsip S<FD Kurang Bayar (lembar 2) dan 
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

6. FungsTT^nagihan mengirimkan SKPD Kurang Beyer (lumber 1) 
dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib F^ajak.

7. Fungsi F^anagihan memperbaharui Daftar 9-FD Kurang Bayar atas 
aatlap SKFD Kureng Baye»r yang telah dikirimkan kepeda Wajib 
Fte^ak.

8. Fungsi Ranagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Baryar 
Tambahan atas set lap 9<PD Kurang Bayar Tambahan yang telah 
dikirimkan kepada Wajib Fbjak.

9. Wajib F^jak menerima 5KPD Kurang Bayar/ SKPD Ktrang Bayar 
Tambahan dan membayarkan BFWTB terutang sesuai dengan 
prosedur pembayaran BPHTB
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PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
yang Hdak/kurang dibayar, sakih tulis, salah hitung, dan kena 
bunga/denda

NO
HAMA DAN ALAMAT WP, 
LETAK TANAH DAN/ATAU 

BANGUNAN, NOP PBS

NOMOR & TANGGAL PENERBITAN 
SSPD BPHTB

;?

PAJAK YANG KURANG 
DIBAYAR (Rp)

SANKSI 
ADMINISTRASI 

(Rp)

PAJA YANG MASIH 
HA ’J S DIBAYAR 

(RP) 
4+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 ____________6____________ 7

-

Fungsi Pelayanan

NIP
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PEMERINTAH KABUFATtN SANGGA»

D!NAS PENDAPATAN F rMG5LQLAAK KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Daftar SSPD BPHTB 
yang kurang dibayar

'Z ■

NO
NAMA DAN ALAMAT WP, 
LETAK TANAH D/N/ATAU 

BANGUNAN. NOP PBB

NOMOR & TANGGAI PENERBITAN 
SSPD BPHTB

i?

PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR (Rp)

SANKSI 
ADMINISTRASI 

(Rp)

PAJAK YANG MASIH 
HARUS DIBAYAR 

(Rp) 
4+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

•

•

Fungsi Peiayanun

MP
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FEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN 
TAHUN......

No.
NAMA DAN ALAMAT WP 

LETAK OP, YANG DITERBITK 
SURAI TEGURAN

...JENIS 
'pajak

TAHUN
PAJAK

i

NOP, NO & TANGGAL SURAT 
TEGURAN

TANGGAL 
JATUH TEMPC

PAJAK YANG KURA
DIBAYAR (Rp

.DENDA/SANKS 
‘administrasi 
’ (Rp)

PAJAK YANG 
MASIH HARUS 

DIBAYAR 
(Rp) 
7+8

KETERANGAN

_J_ 2 3 4 5 6 7 B 9 10

■

Fungsi Pelayanan

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepada Yth,
Nama :
NOP :
Alamat :

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak seba$ 
berikut:

Jenis Pajak Tahun Pajak

NOP, NO & TANGGAL STPD 
BPHTB/ SKPDB KURANG 

BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR 
TAMBAHAN f)

Tanggal
Jatuh Tempo 
Pembayaran

Jumlah 
Tunggakai 
Pajak (Rp)

f) Coret yang tidak periu Jumlah

(dengan huruf j__________________________________________________________________ _

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepak 
Daerah Nomor... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepad( 
Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudarc 
segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA 
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT 
TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN 
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN 
PENERBITAN SURAT PAKSA. ’

Kepala Dinas
Kab. Sanggau

NIP

23?
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Lampiran V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam 
menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib 
Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan 
berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi 
tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini 
melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola 
database objek pajak di wilayah administratifnya,

K B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
U

Langkah-langkah teknis dalam pengurangan BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan 
dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada 
Fungsi Pelayanan.

2. Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan 
kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

3. Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen 
tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak 
dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

4. Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & 
Informasi.

5. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan 
Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

6. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait 
objek pajak.

7. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) 
kepada Fungsi Pelayanan.

8. Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan 
data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian 
antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala 
Daerah.

9. Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditoiak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

10. Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

11. Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi 
yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Waiib

12. Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan 
prosedur pembayaran BPHTB. 23-3



C. SAGAN AL!R

F\3oatepea SLtret Ffeputussr» Rangurangan BPWTB

Uraian W^ib Ftajak Fungsi FteJayansci Fungsi Fbngolahen Data & informasi

1. Wejib Ftejek rrxi.v^dmkan Surat Rsngejuen Ranpurangan 
BFWTB yang dllempirl dengan dokumen pendukung pengejuan 
pecigurcngan dan Sofinan Sjrot Karet apen BFWTB kepala 
Fungsi FMayanan.

2. Fungd Asne^hen menerima dokumen penge^usn 
pengurangan BFWTB. Fungd Rsneglhan kemudian membarlksn 
Tenda Terima Rongajuen Ftengurangan BFWTB kepada Wa^lb 
Ftajek-

3. Fungsi RMayanan mengarsip dokumen pengajuan 
pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, FUngd 
Peieyerusn kemudlen mengajukan permlnteen data terkait 
objek pejekdengen menyiapkan Form Rsngajuan Data.

4. Fung^ Ftoteyenan mengirimkan Form Ftengoiuon Data 
kepada Fungsi Rsogolefian Cot a & Informasi.

5. Fung^ Ffengoletven C«a & Irrformoa menerima Form 
FHsngojuen Data. Fungal f^ngolaben Data & Informasi 
kemudian menarik aea  terkait objek pajak dari Datei>eeo 
Objek Fbjek_

*

6. Fungi RsngckaAan Data A Informasi mengisikan Form 
F^ngajuan Data dengan data terkert objek pejek.

7. Fungi Rsogoiaben Data & Informed mengirlmkBa Form 
F^sngajuan Cwa (yang teiab terisi) kepada Fungd Fteloyenan.

8. Fungi Rsiaynnan menoieatt -dan memerikea pengajuan 
pengurangan BPWTB berdasarkan data objek pejek yang telcb 
diterima.

9. Fungsi RMayunan menyiapkan Berita Acara Ftomerlksaan 
den:
- SL»rat Fbnolekan Rsngajuen Fbngurengan BFWTB (untuk yang 
ditolak) atau.
- Surat Kaputuaon Asngurangan BFWTB (urrtuk yang disetujui).

10. Fungsi Fbiayanan mongardp Bortta Acara Rsmerlksoan.

11. Fungsi Rslayanon mengirimkan Sjrat F^nolekan Fbngojuan 
F^ngurang-n BPWTB (begl yang ditolak) atau Surat KopUuaan 
Ftongurangan BFWTB (be^ yertg disetujui) kepoda Wajib FM«k.

12. Wejlb Fbjck merxrima aurat k^etapen BFWTB dan 
metekukan pembayaran ae^cai dengan proeadur perrbeyeran 
BFWTB
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|
* D. GONTOK LAPORAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR........................

TENTANG 

PEMBERIAN PENGURANGAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN SANGGAU

Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan 

atas 
nama :.....................................................................................
Nomor:................................................................. tanggal....................................

Menimbang a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas 
Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita 
Acara Pemeriksaan : 

Nomor :.........................
Tanggal :.........................

b. Bahwa terdapat/tidak terdapat *)cukup  alas an untuk mengurangkan 
besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Mengigat : 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor....... Tahun ........Tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ...... Tahun ........ Tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPTAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan 

pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang 
terutang kepada Wajib Pajak : 
Nama Wajib Pajak :....................................................

Alamat Wajib Pajak :........................................................................................
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Letak Objek ; ....... ...»»»*. ....*..» ..... *<*...... .. ......♦»»„»

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan

Pajak : ...............................................................................................
Tahun BPHTB : ...............................................................................................

Atas Perolehan Hak Tanah dan/ Bangunannya dengan :
Akta/ Risalah Lelang/ keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen 
Lainnya **):

Nomor : .....................................................................................................
Tanggal : .....................................................................................................
NOP : ........................................................................................... .........
Letak Objek :» .....................................................................................................
Desa/Kel : .....................................................................................................
Kecamatan : .....................................................................................................
Kab./ Kota : .....................................................................................................

KEDUA Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, 
maka Besarnya BPHTB yang seharus dibayar adalah sebagai berikut:
a. BPHTB Terutang Rp.............................
b. Besarnya Pengurangan (..................................... ) Rp..................................
c. Jumlah BPHTB Yang Seharusnya Dibayar Rp.............................

( Sebesar:.....................................................................................................)

KETIGA : Apabila di kemudian hari teryata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka 
akan dibetulkan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak
b. Salinan Keputusan ini di simpansebagai arsip DPPKAD

Ditetapkan di......................................................
Pada tanggal......................................................

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Sanggau

NIP.....................................
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